
i 
 

DIWAJIBKANNYA PERSETUJUAN ISTRI SEBAGAI 
SYARAT IJIN POLIGAMI  

(TINJAUAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 5 
AYAT 1 DAN KHI PASAL 58 AYAT 1 PERSPEKTIF 

MASLAHAH MURSALAH) 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) 

Dalam Ilmu Syari’ah 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh: 
Ahmada Chafida 
NIM : 072111029 

 
 

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH 
FAKULTAS SYARI’AH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO 
SEMARANG 

2014 

 



ii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 

Lamp. :  4 (empat) eksemplar 
Hal  :  Naskah Skripsi 
  A.n. Saudara Ahmada Chafida 
 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

 

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, 
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara : 

 Nama  :  Ahmada Chafida 
Nim  :  072111029 
Jurusan :  Syari’ah 
Judul  :  Diwajibkannya Persetujuan Istri Sebagai Syarat Ijin 

Poligami (Tinjauan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI 
Pasal 59 Ayat 1 Persepektif Maslahah Mursalah) 

 
Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat 

segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima 
kasih. 
 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

 

Semarang, 12 Mei 2014 

 

 Pembimbing I 

 

 

 Dr. H. Ali Imron, M.Ag 
 NIP. 19730730 200312 1003 

     

 

 

 



iii 
 

KEMENTERIAN AGAMA RI 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO 

FAKULTAS SYARI’AH 
Jl. Prof. DR. Hamka Ngaliyan Semarang (Kampus III) Telp.024-7601295, Fax.7615387 Semarang 50185 
 

 

PENGESAHAN 

 

Nama : Ahmada Chafida 
Nim : 072111029 
Fakultas : Syari’ah 
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah 
Judul :Diwajibkannya Persetujuan Istri Sebagai Syarat Ijin Poligami 

(Tinjauan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 59 Ayat 1 
Persepektif Maslahah Mursalah) 

 
 

Telah memunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah dan Ekonomi 
Islam IAIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat 
coumlaude / baik / cukup pada tanggal : 
 
 

     26Juni 2014 
 
Dan dapatditerimasebagaisyaratgunamemperolehgelarsarjana Strata I (S1) 
dalamilmuSyari’ahjurusanMuamalahtahun akademik 2012/2013. 
       Semarang, 26 Juni 2014 
 

KetuaSidang,      SekretarisSidang, 
 
 

 
 
 

Rustam DKAH, M.Ag     DR. H. Ali Imron, M.Ag 
NIP. 19690723 199803 1005    NIP. 1973 73020 03121 003 
 
Penguji I,      Penguji II, 
 
 
 
 

 

 
Maria Anna Muryani, SH, MH   Dr. Rupi’I, M.Ag 
NIP. 19620601 199303 2001    NIP. 19730702 199803 1002 
 
Pembimbing I,  
 
 

  

     
 

Dr. H. Ali Imron, M.Ag    
NIP. 19730 73020 03121 003 



iv 
 

 

MOTTO 
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Artinya:  “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka 
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 
empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka 
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. al-
Nisa [4]: 3) 
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Artinya:  “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-
isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga 
kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan 
perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Nisa [4]: 129) 
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ABSTRAK 

 

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1  yang 
mengatur tentang perkawinan, diterapkan syarat yang ketat apabila seseorang 
akan melakukan poligami, sejauh pengetahuan penulis dalam ketentuan fiqh 
klasik, tidak ada ketentuan itu. Misalnya, ketetuan pada UU No. 1 Tahun 1974 
Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1. diterangkan tentang  diwajibkan adanya 
ijin seorang istri  apabila suami hendak berpoligami. Hal itu terkesan mengada-
ada jika kita melihatnya dari sudut pandang fiqh klasik. Dalam disiplin ilmu 
us}u>l fiqh pembahasan tentang sumber hukum Islam adalah 
tentangmas}lah{ahmursalah. Mas}lah{ahmursalahsecara istilah seperti 
dikemukakan Abdul Wahab Kallaf berarti sesuatu yang 
dianggapmas}lah{ahnamun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya 
dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana persetujuan istri 
sebagai syarat ijin poligami menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan 
KHI Pasal 58 Ayat 1 menurut perspektif maslahah mursalamas}lah{ahmursalah? 
2) Bagaimana akibat dari hukum persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami 
menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1 tersebut? 

Jenis   penelitian  yang  digunakan  dalam  skripsi  ini  yaitu  penelitian 
dokumen  (library  research). Dalam  penelitian  dokumen  ini  penulis 
menggunakan  studi  kepustakaan  UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI 
Pasal 58 Ayat 1 tentang  syarat ijin poligami. penelitian  ini  merupakan  studi 
hukum  Islam  dengan  pendekatan  secara  teoritis  dan  dokumenter.  Dalam 
pendekatan teoritis diterapkan konsep ushuliyah yang merupakan teori  kajian  
hukum  Islam,  sedangkan  dalam  pendekatan  dokumenter  diterapkan objek 
masalah terkait seperti perundang-undangan. 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Kemaslahatan “persetujuan 
istri sebagai syarat ijin poligami” dianalisis denganmaslahah mursalah, serta 
jumhur ulama dapat diterima sebagai hukum Islam. 2) Akibat hukum dari 
“persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami”, adalah: a) Menurut hukum Islam, 
apabila suatu perkawinan telah memenuhi sarat dan rukun perkawinan maka 
perkawinan itu menjadi sah. meskipun perkawinan tersebut tidak ada akta nikah, 
bukan dikawinkan oleh penghulu Negara atau sarat apapun yang diatur dalam 
peraturan pemerintah, hukumnya tetaplah sah. b) Suatu perkawinan dianggap sah 
oleh Negara apabila memenuhi persaratan perkawinan dalam hukum positif. 
Dengan demikian, suatu perkawinan poligami yang tidak disetujui oleh isteri 
pertama seperti diatur dalam UU No1.Tahun 1974 pasal 5, maka perkawinan 
tersebut belum dapat dikatakan perbuatan hukum.Sehingga, perkawinan tersebut 
tidak mempunyai akibat hukum yang dapat diakui dan dilindungi oleh hukum. c) 
Pada pasal 4 KHI disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 
hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan”. Sedangkan teks dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 
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Tahun 1974.Sehingga, perkawinan poligami yang tidak disertai dengan 
persetujuan isteri pertama menurut KHI menjadi tidak sah. 
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